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Abstrak
Penyelesaian masalah Hak Asasi Masnusia (HAM) masa lalu merupakan proses di-
mana pelaku pelanggaran HAM diadili demi terciptanya keadilan secara hukum dan 
sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang dalam penyelesa-
ian HAM masa lalu dan rekonsiliasi nasional di Indonesia. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan, bahwa penyelesaian HAM masa lalu dilakukan melalui tiga model pe-
nyelesaian, yaitu to forget and to forgive (melupakan dan memaafkan; artinya, tidak 
ada pengadilan dan lupakan masa lalu). Selanjutnya adalah“never to forget, never to 
forgive”, (tidak melupakan dan tidak memaafkan). Artinya, peristiwa masa lalu akan 
tetap diproses secara hukum. Terakhir adalah never to forget but to forgive” (tidak 
melupakan, tetapi kemudian memaafkan. Artinya, ungkapkan terlebih dulu, sam-
paikan kebenaran, kemudian ampuni). Penyelesaian model ini merupakan bentuk 
kompromi. 

Abstract
The resolution of the problem of Human Rights (HAM) in the past is a process in which 
perpetrators of human rights violations are tried for the creation of legal and social 
justice. This study aims to analyze the background in the past settlement of human 
rights and national reconciliation in Indonesia. The results of this study indicate that 
the settlement of past human rights is carried out through three settlement models, 
namely to forget and to forgive (meaning there is no trial and forget the past). Next is 
“never to forget, never to forgive” (meaning that is, past events will still be processed 
legally). Finally, never to forget but to forgive ”(meaning that is, express first, convey 
the truth, then forgive). Completion of this model is a form of compromise.
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1. Pendahuluan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 ini mencantumkan tujuan negara yaitu 
untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia. 
Makna ini dapat diartikan bahwa Negara ber-
kewajiban untuk melindungi hak asasi setiap 
warga negaranya. Perlindungan negara dapat 
diwujudkan dalam pembentukan legislasi 
yang ketat dan mengikat bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
pelanggaran hak asasi manusia didefinisikan 
sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang, termasuk 
pejabat negara, baik sengaja atau tidak sen-
gaja, atau kelalaian yang melawan hukum, 
mengurangi, menghalangi, membatasi atau 
mencabut hak asasi seseorang atau sekelom-
pok orang yang dijamin oleh undang-undang 
ini dan tidak mendapatkan atau khawa-
tir bahwa mereka tidak akan mendapatkan 
penyelesaian hukum yang adil berdasarkan 
mekanisme hukum yang berlaku (Khalid, 
2019:68-69).

Dengan demikian, jika merujuk pada 
definisi itu, sesungguhnya makna pelang-
garan HAM dalam UU tersebut adalah pe-
langgaran terhadap prinsip-prinsip HAM. Se-
mentara itu, istilah Pelanggaran HAM berat 
(gross violation on human rights) yang men-
jadi bagian dari hukum positif nasional sejak 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tidak 
mendefinisikan pengertian istilah “pelangga-
ran HAM berat”. Namun, Undang-Undang 
tersebut menyebutkan katagori kejahatan 
yang merupakan pelanggaran HAM berat, 
yakni kejahatan genosida dan kejahatan ter-
hadap kemanusiaan (Pasal 1 angka 2, jo Pasal 
7 beserta penjelasannya dan juncto Pasal 9 
beserta penjelasannya). Pelanggaran HAM 
berat pernah terjadi di Indonesia jauh se-
belum kedua undang-undang di atas lahir. 
Misalnya, kasus Tanjung Priok (1984), kasus 
Timur-Timur (1999), kasus Abepura (2000), 
kasus kerusuhan Mei (1998), kasus Talang-
sari (1989), Peristiwa 1965, kasus penemba-
kan misterius, kasus Wasior-Wamena, Kasus 
penghilangan orang secara paksa 1997/1998, 
dan kasus Trisakti (Semanggi I dan Semanggi 

II) (Muladi, 2018:8).
Pelanggaran-pelanggaran HAM berat 

masa lalu di atas, bisa diselesaikan berdas-
arkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 
43 ayat (1) danayat (2) UU Nomor 26 Tahun 
2000 yang menyatakan bahwa peristiwa pe-
langgaran HAM berat yang terjadi sebelum 
berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000, dipe-
riksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad 
Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc ini dibentuk 
melalui Keputusan Presiden berdasarkan usul 
Dewan Perwakilan Rakyat terhadap suatu 
peristiwa tertentu. Ketentuan pembentukan 
Pengadilan HAM Ad Hoc melalui usul DPR 
pernah dimohonkan pengujian materi kepa-
da Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Eurico 
Guterres. Hasilnya, melalui Putusan MK No. 
18/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi me-
nyatakan bahwa penjelasan Pasal 43 ayat (2) 
UU Pegadilan HAM mengenai kata “dugaan” 
bertentangan dengan Undang-Undang Das-
ar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat. Kata ‘dugaan’ dalam penjelasan 
Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum, maka 
dengan adanya putusan MK No. 18/PUU-
V/2007, DPR tidak boleh serta merta men-
duga sendiri tanpa memperoleh hasil peny-
elidikan dan penyidikan dari Komnas HAM 
dan Kejaksaan Agung. 

Peristiwa pelanggaran HAM berat masa 
lalu yang terjadi sebelum berlakunya UU 
Pengadilan HAM tetap dapat diusut, dipe-
riksa, dan diadili melalui Pengadilan HAM 
Ad Hoc. Namun, pembentukan Pengadilan 
HAM Ad Hoc ini diajukan oleh DPR setelah 
mendapat hasil penyelidikan dan penyidikan 
dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Pe-
nyediaan instrumen hukum sebagai sebuah 
pilihan politik negara sebenarnya tidak men-
galami kemajuan signifikan sejak tahun 2000 
setelah pemerintahan Presiden BJ Habibie 
membentuk UU Nomor 39 Tahun 1999 ten-
tang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM. Setelah dua pro-
duk politik itu, tidak ada satu pun presiden 
Indonesia selanjutnya dengan kebijakan po-
litik dalam menuntaskan pelanggaran HAM 
masa lalu. Artikel ini akan membahas ba-
gaimana pengaturan penyelesaian masalah 
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HAM masa lalu dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia, dan bagaimana pe-
nyelesaian HAM berat melalui jalur yudisial 
dan non yudisial.

2. Metode Penelitian 
Metode “Penelitian yang dipakai dalam 

penelitian ini bersifat doktrinal yaitu meng-
gunakan metode penelitian hukum normatif 
(normative legal research), dengan menggu-
nakan pendekatan statute approach. Maksud 
dari statute approach adalah pendekatan 
yang didasarkan pada penelaahan peraturan 
hukum yang terkait dengan masalah yang di-
bahas. Peraturan hukum tersebut adalah data 
sekunder, yaitu data yang diperoleh secara ti-
dak langsung sumbernya atau objek peneli-
tiannya berupa bahan hukum primer, sekun-
der dan tersier (Suteki & Taufany, 2018:163).  
Dalam pengumpulan data untuk pemecahan 
terhadap permasalahan dengan melakukan 
dengan studi dokumenter atau studi kepus-
takaan (library research), yang kemudian dia-
nalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini me-
rupakan teknik yang mana bahan-bahan atau 
literatur-literatur hukum tersebut akan dipe-
lajari sehingga dapat memberikan gambaran-
gambaran tentang topik penelitian sehingga 
membantu penulis  membuat suatu kesimpu-
lan yang benar.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan HAM Dalam Peraturan Perun-
dang-Undangan di Indonesia

Pada Tahun 1946, Majelis Umum PBB 
menyatakan pemusnahan suatu bangsa me-
rupakan kejahatan Hak Asasi Manusia yang 
sangat berat. Selanjutnya pada 1948, PBB 
mengadopsi konvensi tentang Pencegahan 
dan Penghukuman Kejahatan Genosida. 
Konvensi ini bertujuan untuk dapat memp-
roses hukum kejahatan hak asasi yang berat 
kapanpun setelah peristiwa kejahatan terjadi. 
Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana in-
ternasional memuat suatu tambahan klasifi-
kasi kejahatan hak asasi manusia yang berat: 
Kejahatan Agresi (crime of agression).

Dalam deklarasi universal HAM ini me-
nyebutkan ada 30 pasal yang semua isinya 
berkisar pada isu kebebasan pribadi, kemer-

dekaan bernegara, hak untuk hidup, perlin-
dungan dari pengangguran, demokrasi, ke-
bebasan bergerak, berkomunikasi, berdiam 
di dalam batas-batas setiap negara, meny-
ampaikan dan menerima informasi tanpa 
hambatan, tanpa memandang batas-batas 
wilayah negara (regardless of frontiers) mela-
lui segala macam media yang tersedia, me-
miliki pendapat dan memberikan pendapat, 
dan tak seorangpun boleh dirampas hartanya 
dengan semena-mena . Tetapi kebebasan 
tiap orang tidak boleh merugikan kebebasan 
orang lain (Nurhayati, 2016:2).

Indonesia sebenarnya telah melindungi 
hak asasi warga negaranya namun hanya be-
berapa poin yang menjadi objek perlindun-
gannya. Diantaranya hak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 
(Pasal 27 ayat 2), hak untuk berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 
dengan undang-undang (Pasal 28), hak untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan un-
tuk beribadat menurut agamanya dan keper-
cayaannya (Pasal 29 ayat 2), hak untuk ikut 
serta dalam usaha pembelaan negara (Pasal 
30), dan hak untuk mendapat pengajaran 
(Pasal 31 ayat 1) (Suhargon, 2017:3).

Akan tetapi pada tahun 1998 Indo-
nesia belum memiliki regulasi khusus terkai 
HAM. Baru pada Tahun 1998, pemerintah 
mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusy-
awaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia 
yang menjadi awalan yang baik untuk mem-
buat regulasi-regulasi nasional dengan salah 
satunya meratifikasi instrumen-instrumen 
Internasional yang terkait dengan Hak Asasi 
Manusia (Haryanto., Sahardjana., Fauzan., 
& Wardaya, 2008:138). Dalam Pasal 2 TAP 
MPR tersebut, menugaskan kepada Presiden 
Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia untuk meratifika-
si berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang 
tidak bertentangan dengan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945.

Dari regulasi yang disebutkan lahirlah 
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang 
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Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No-
mor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnik. Selain itu, bebe-
rapa instrumen Internasional yang dapat di-
gunakan adalah Piagam PBB 1945, Deklarasi 
Universal HAM (DUHAM) 1948, dan Instru-
men internasioanl lain mengenai HAM yang 
telah disahkan dan diterima oleh Indonesia. 
Kemudian, setelah masa reformasi tahun 
1999, UUD 1945 diamanden dimana pasal 
mengenai HAM diatur lebih terperinci dalam 
Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang ter-
diri dari pasal 28A- 28J6 , dengan harapan 
perlindungan HAM warga Negara semakin 
kuat. Adanya amandemen UUD 1945 yang 
memuat secara khusus dan terperinci ten-
tang HAM dalam pasalpasalnya merupakan 
hal yang sangat penting karena akan berim-
bas pada regulasi dibawahnya agar lebih pro 
kepada Hak Asasi Manusia. Kewajiban uta-
ma perlindungan dan pemajuan HAM ada 
pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari 
rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan 
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya, yang merupakan pengakuan 
negara terhadap hak asasi manusia. Konse-
kuensinya, negaralah yang terbebani kewa-
jiban perlindungan dan pemajuan HAM. 
Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam 
konsideran “Menimbang” baik dalam Kon-
venan Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik maupun Konvenan Internasional ten-
tang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Da-
lam hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) UUD 
1945 menyatakan bahwa perlindungan, pe-
majuan, penegakan, dan pemenuhan HAM 
adalah tanggung jawab negara, terutama Pe-
merintah (Handayani, 2014:3).

Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu
Istilah Pelanggaran HAM berat (gross 

violation on human rights) yang menja-
di bagian dari hukum positif Indonesia se-
jak diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 
2000, menyebutkan katagori kejahatan yang 
merupakan pelanggaran HAM berat, yakni 
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan (Astuti, 2016:108). Kejahatan 
Genosida yaitu setiap perbuatan yang dilaku-

kan dengan maksud untuk menghancurkan 
atau memusnahkan seluruh atau sebagian 
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, ke-
lompok agama, dengan cara sebagai berikut: 

a) membunuh anggota kelompok; 
b) mengakibatkan penderitaan fisik dan 

mental yang berat terhadap anggota-
anggota kelompok; 

c) menciptakan kondisi kehidupan 
kelompok yang akan mengakibatkan 
kemusnahan secara fisik baik seluruh 
atau sebagiannya;

d) memaksakan tindakan-tindakan yang 
bertujuan mencegah kelahiran di 
dalam kelompok; atau 

e) memindahkan secara paksa anak-anak 
dari kelompok tertentu ke kelompok 
lain.
Sedangkan, pengertian dari kejahatan 

terhadap kemanusiaan adalah salah satu per-
buatan yang dilakukan sebagai bagian dari 
serangan yang meluas atau sistematik yang 
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditu-
jukan secara langsung terhadap penduduk 
sipil, berupa:

a) pembunuhan; 
b) pemusnahan; 
c) perbudakan; 
d) pengusiran atau pemindahan 

penduduk secara paksa; 
e) perampasan kemerdekaan atau 

perampasan kebebasan fisik lain secara 
sewenang- wenang yang melanggar 
(asas-asas) ketentuan pokok hukum 
internasional; 

f) penyiksaan;
g) perkosaan, perbudakan seksual, 

pelacuran secara paksa, pemaksaan 
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi 
secara paksa atau bentuk-bentuk 
kekerasan seksual lain yang setara; 

h) penganiayaan terhadap suatu 
kelompok tertentu atau perkumpulan 
yang didasari persamaan paham 
politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, 
agama, jenis kelamin atau alasan lain 
yang telah diakui secara universal 
sebagai hal yang dilarang menurut 
hukum internasional; 

i) penghilangan orang secara paksa; atau 
j) kejahatan apartheid.
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Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Me-
lalui Jalur Yudisial 

Pelanggaran HAM Berat masa lalu se-
bagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, 
diproses secara hukum melalui Pengadilan 
HAM berdasarkan UU 26/2000. Menurut 
Pasal 18 ayat (1) UU 26/2000, penyelidikan 
atas pelanggaran HAM berat dilakukan oleh 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM). Komnas HAM dalam melaksanakan 
tugasnya, berwenang menerima laporan atau 
pengaduan seseorang atau kelompok orang 
tentang terjadinya pelanggaran HAM yang 
berat (Pasal 19 ayat [1] huruf b UU 26/2000). 
Sedangkan, untuk penyidikan dan penuntu-
tan atas pelanggaran HAM berat dilakukan 
oleh Jaksa Agung (Pasal 21 ayat [1] jo. Pasal 
23 ayat [1] UU 26/2000). Menurut Pasal 43 
ayat (1) UU 26/2000, peristiwa pelanggaran 
HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya 
UU 26/2000, diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM 
Ad Hoc ini dibentuk melalui Keputusan Pre-
siden berdasarkan usul Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) terhadap suatu peristiwa ter-
tentu (Pasal 43 ayat [2] UU 26/2000) yang 
bunyinya sebagai berikut:

“Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Repub-
lik Indonesia mengusulkan dibentuknya Penga-
dilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan 

telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat yang dibatasi pada locus dan tem-
pos delicti tertentu yang terjadi sebelum diun-
dangkannya Undang-undang ini.”

Alur penyelesaian perkara pelangga-
ran HAM berat dapat dilihat apda Gambar 
1. Pasal 43 ayat (1) UU 26/2000 disebutkan 
bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang 
terjadi sebelum diundangkannya Undang-
Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pen-
gadilan HAM ad hoc. Jika melihat pada ke-
tentuan tersebut, memang asas berlaku surut 
dikenal dalam pengadilan HAM. Terhadap 
asas berlaku surut yang dikenal dalam Pasal 
43 ayat (1) UU 26/2000 itu pernah diaju-
kan permohonan judicial review ke Mahka-
mah Konstitusi (MK) oleh Abilio Jose Osorio 
Soares, mantan Gubernur Timor Timur pada 
waktu itu (tahun 2004). Asas retroaktif ini 
dianggap bertentangan dengan asas legalitas 
yang diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Un-
dang Hukum Pidana (KUHP) dan juga ber-
tentangan dengan ketentuan konstitusi Pasal 
28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (As-
run, 2016:135-136).

“Pasal 1 ayat (1) KUHP :Suatu perbuatan tidak 
dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan 
ketentuan perundang-undangan pidana yang 
telah ada. 

Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945: Hak untuk hi-

Komnas HAM
- Menyelidiki 

sendiri
- Menerima 

pengaduan 
dari korban 
dan saksi

Jaksa Agung
Melakukan penyelidikan
Membuat penuntutan

Komnas HAM
Membentuk komisi
Penyelidikan
pelanggaran HAM (KKP
HAM)

Komnas HAM
Melakukan
penyelidikan non
pro justisia untuk
menentukan
pelanggaran ham
berat

Tidak

Kasasi Mahkamah 
Agung 

Berhenti 

Banding Pengadilan 
Tinggi

Pengadilan HAM

Gambar 1. Alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat (Arliman S, 2017:65).

YA
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dup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak un-
tuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di-
kurangi dalam keadaan apapun.” 

Meski demikian, MK kemudian meno-
lak permohonan judicial review Abilio Osario 
Soares terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Pen-
gadilan HAM melalui putusan MK No. 065/
PUU-II/2004. Keberadaan Pengadilan HAM 
ad hoc menimbulkan perdebatan karena 
merupakan salah satu bentuk pengesampin-
gan asas non-retroaktif. Namun demikian, 
melalui Putusan MK No. 065/ PUU-II/2004, 
Pengadilan HAM ad hoc dinyatakan tidak 
bertentangan dengan UUD 1945. Pengadi-
lan tersebut merupakan pengesampingan 
terhadap asas non-retroaktif yang dilakukan 
dengan sangat hati-hati. hal tersebut tertuang 
dalam pertimbangan hukum Putusan MK ter-
sebut sebagai berikut: 

a. Pembentukannya hanya terhadap 
peristiwa-peristiwa tertentu dengan 
locus delicti dan tempus delicti yang 
terbatas, bukan untuk semua peristiwa 
secara umum; dan 

b. Pengadilan HAM ad hoc hanya dapat 
dibentuk atas usul DPR karena menurut 
UUD 1945, DPR adalah representasi 
rakyat Indonesia, yang berarti 
bahwa pada dasarnya rakyatlah yang 
menentukan kapan pelanggaran HAM 
yang berat sebelum pembentukan 
UU Pengadilan HAM telah terjadi 
yang penyelesaiannya membutuhkan 
pembentukan Pengadilan HAM ad 
hoc.

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 
Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial

Persoalan penyelesaian pelanggaran 
Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selalu 
menjadi polemik di setiap pergantian peme-
rintahan. Dengan berbagai alasan, penyele-
saian kasus HAM di masa lalu seperti men-
gambang, tak jelas ujungnya akan mengarah 
ke mana. Era pemerintahan saat ini, menu-
angkan visi misi nya dalam Nawacita yang sa-
lah satunya adalah berkomitmen menyelesai-
kan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus 

pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai 
dengan saat ini masih menjadi beban sosial 
politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusu-
han Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghi-
langan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung 
Priok, Tragedi 1965. 

Model penyelesaian pelanggaran HAM 
berat masa lalu yang diformulasikan oleh Pre-
siden adalah membentuk Komite Rekonsilia-
si untuk menyelesaikan pelanggaran HAM 
masa lalu. Rekonsiliasi nasional diharapkan 
akan dapat menyelesaikan persoalan-perso-
alan pelanggaran HAM di masa lalu sehingga 
generasi mendatang tak harus terus memikul 
beban sejarah masa lalu. Artinya, penyelesai-
an persoalan pelanggaran HAM berat masa 
lalu tidak melalui jalur yudisial (persidan-
gan) sebagaimana yang diatur UU 26/2000 
yang mengamanatkan kepada DPR untuk 
membentuk pengadilan ad hoc setelah se-
belumnya dilakukan penyelidikan oleh Kom-
nas Ham dan Kejaksaan agung (Nurhayati, 
2016:152).

Terdapat tiga model penyelesaian 
pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu; 
pertama,“to forget and to forgive” (melupa-
kan dan memaafkan; artinya, tidak ada pen-
gadilan dan lupakan masa lalu). Melupakan 
dan memaafkan tanpa proses hukum mung-
kin pilihan yang diinginkan para pelaku. Tapi 
itu kontradiktif dengan keinginan masyarakat 
korban. Model ini juga akan menjadi prese-
den diburuk di masa depan, melanggengkan 
praktek impunity dan tidak memberikan 
“efek jera”.  Kedua, “never to forget, never 
to forgive”, (tidak melupakan dan tidak me-
maafkan). Artinya, peristiwa masa lalu akan 
diproses secara hukum. Para pelaku akan 
diadili dan apabila terbukti bersalah maka 
dijatuhi hukuman. Tetapi model ini agak be-
resiko, mengundang resistensi pelaku dan 
berdampak bagi proses damai. Ketiga, “never 
to forget but to forgive” (tidak melupakan, 
tetapi kemudian memaafkan. Artinya, ung-
kapkan terlebih dulu, sampaikan kebenaran, 
kemudian ampuni). Hal ini merupakan ben-
tuk kompromi. 

Dari ketiga model tersebut, dan ber-
dasarkan kondisi yang ada maka pemerintah 
seharunya mengambil model kedua untuk 
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mengadili kasus pelanggaran HAM masa lalu 
secara adil karena bagaimanapun juga Indo-
nesia adalah Negara hukum. Tetapi, jika ak-
hirnya itu dapat mengundang resisteni pelaku 
yang akan mempersulit jalannya persidangan, 
maka Pemerintah minimal mengambil model 
ketiga dimana tetap ada persidangan untuk 
membuktian kebenrana walaupun nanti be-
rakhir dengan memaafkan. Peradilan HAM 
merupakan sesuatu yang multlak harus ada 
sebagai betuk keadilan yang nyata. 

Namun, jalur Non yudisial yang dipilih 
mengartikan seolah-olah model penyelesaian 
pelanggarn HAM adalah seperti model perta-
ma yaitu ”to forget and to forgive”. Melupa-
kan dan memaafkan tanpa proses hukum , 
melanggengkan praktek impunity dan tidak 
memberikan “efek jera”. Hal inilah yang dito-
lak oleh banyak pihak terutama para korban 
pelanggaran HAM masa lalu. Walaupun ja-
lur yang digunakan adalah jalur non yudisial, 
pemerintah harus tetap terikat pada prinsip-
prinsip umum yang diakui secara universal. 
Prinsip-prinsip tersebut yakni kewajiban ne-
gara dalam penyelesaian pelanggaran HAM 
dengan pemenuhan terhadap hak untuk 
tahu (the right to know), sebagai landasan da-
lam pemberian pemulihan korban (the right 
to reparation), dan penegakan pertanggung-
jawaban melalui penuntutan hukum, guna 
mencegah berulangnya pelanggaran HAM, 
serta agenda reformasi kelembagaan. 

Selain itu, sifat melekatnya kewajiban 
negara yang menimbulkan kerugian untuk 
membayar ganti rugi, misalnya, diatur dalam 
Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Internasional ten-
tang Hak Sipil dan Politik (International Co-
venant on Civil and Political Rights). Pasal ter-
sebut mengatur bahwa korban pelanggaran 
hak asasi manusia harus mendapatkan pe-
mulihan efektif, meskipun pelanggaran ter-
sebut dilakukan oleh pejabat resmi negara. 
Ini mewajibkan negara untuk mengizinkan 
aksi sipil dalam bentuk mengganti kerugian 
terhadap pelanggaran yang dilakukannya 
tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan. 
Sebab, diyakini tidak ada vonis pengadilan 
yang dapat menghukum secara efektif keja-
hatan seperti itu.

4. Simpulan 
Dalam pelanggaran ham berat masa 

lalu seharusnya diselesaikan, dikarenakan 
pelanggaran ham berat ini masih berpotensi 
terjadi karena ada beberapa faktor dianta-
ranya regulasi yang masih terhitung kurang, 
peran pemerintah, penegak hukum dan ma-
syarakat yang sangat kurang memerangi hal 
ini. Adapun kasus-kasus pelanggaran HAM 
berat yang belum terselesaikan sampai seka-
rang, oleh karenanya kasus-kasus ini mem-
butuhkan regulasi dalam penyelesaian dan 
memberikan keadilan. Maka ada dua bentuk 
regulasi dimana mencoba melakukan peny-
elesaian HAM berat dimana melalui proses 
Yudisial dan proses Non-Yudisial. Dengan 
regulasi penyelesaian ini diharapkan bisa 
menjadi suatu proses yang baik dalam  me-
lakukan penyelesaian pelanggaran ham berat 
dimasa lalu yang terjadi di Indonesia.
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